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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1.

Peran hukum dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh melalui
upah minimum di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai jaring
pengaman. Sebagai jaring pengaman, upah minimum menjadi patokan atau
garis minimum dalam pemberian upah kepada pekerja/buruh agar upah
pekerja/buruh tidak merosot tajam sampai pada titik terandah. Selain itu,
penetapan upah minimum dapat memberikan kepastian bagi pekerja/buruh
di Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan perolehan upah yang sesuai
dengan standar kebutuhan hidup layak.

Peran hukum melalui penetapan upah minimum dalam mewujudkan
kesejahteraan pekerja/buruh di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada saat
ini belum bekerja sebagaimana mestinya. Peran hukum melalui penetapan
upah minimum masih belum dapat membantu untuk mewujudkan
kesejahteraan para pekerja/buruh. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor
yaitu: penetapan upah minimum dibawah standar kebutuhan hidup layak
(KHL), lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan upah
minimum (kurangnya pegawai pengawas ketenagakerjaan, luasnya
wilayah pengawasan, sistem pengawasan pasif “menunggu laporan” dan
penerapan sanksi yang tidak tegas), sistem pengupahan di perusahaan yang

tidak didasarakan pada ketentuan upah minimum, rendahnya tingkat
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pendidikan dan kurangnya pengetahuan pekerja/buruh serta posisi
pemerintah hanya sebagai mediator dalam penetapan upah minimum.
B. Saran

1. Penetapan upah minimum harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup
layak (KHL).

2. Pemerintah harus menambah jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan.

3. Sistem pengawasan harus lebih aktif.

4. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan upah minimum harus
tegas.

5. Perusahaan harus memberikan upah sesuai dengan ketentuan upah
minimum yang berlaku.

6. Baik pemerintah, serikat pekerja/buruh maupun perusahaan harus
memberikan sosialisasi, seminar maupun pembinaan bagi pekerja/buruh
tentang hak-haknya maupun ketentuan-ketentuan tentang upah minimum.

7. Posisi pemerintah dalam penetapan upah minimum harus sebagai

penyeimbang.
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